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PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR 26 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2010 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang :  a.  bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2010 perlu 

dilakukan Pertanggungjawaban pelaksanaan Angaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Sarolangun  Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 

Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 

68, Tambahan lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3312 ), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );   

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3851 ); 

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi  dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 

3969 ); 

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438) ; 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Nomor 4438 ); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049) ; 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4021), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 

2001 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4165 ); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4022);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4024 ); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 4027 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Nomor 4028 ); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 

4416 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

37 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 

4540 ); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah  ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun Anggaran 2010 ( Lembaran Daerah  Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 1);  

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 7);  
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                                                         

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

dan 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010. 

 

Pasal 1 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 berupa 

Laporan Keuangan memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan arus kas; dan 

d. Catatan atas laporan keuangan. 

 

Pasal 2 

(1) Laporan  realisasi anggaran  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  

huruf a tahun anggaran 2010 sebagai berikut : 

a. Pendapatan Rp. 740.621.250.206,48- 

b. Belanja Rp. 637.350.641.208,58,- 

Surplus/(Defisit) Rp. 103.270.608.997,90 

c. Pembiayaan……………. 

- Penerimaan…. Rp.  101.350.060.320,82 

- Pengeluaran… Rp.      1.000.000.000,00,-                        

Surplus / ( Defisit )   Rp. 100.350.060.320,82 

 

(2) Uraian laporan  realisasi anggaran  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 

(1) sebagai berikut : 

1. Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                       

Rp. 134.707.055.673,48 dengan rincian sebagai berikut : 

a.  Anggaran pendapatan .......... Rp. 605.914.194.533,00 

b.  Realisasi…………………… Rp. 740.621.250.206,48   

 Selisih lebih/(kurang) Rp. 134.707.055.673,48 

2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah                             

Rp. 68.353.095.645,42,- dengan rincian sebagai berikut : 

a.  Anggaran Belanja ................ Rp.  705.703.736.854,00 

b.  Realisasi ..............................      Rp   637.350.641.208,58  

     Selisih lebih/(kurang) Rp.    68.353.095.645,42 
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3. Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus / Defisit sejumlah                  

Rp. 3.440.215.992,90 dengan rincian sebagai berikut :                                              

a.  Surplus / Defisit …………...Rp.( 99.789.542.321,00) 

b.  Realisasi……………………Rp.103.229.758.313,90  

Selisih lebih/(kurang)     Rp.    3.440.215.992,90 

4. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp.  0,18  dengan rincian sebagai berikut : 

a.  Anggaran penerimaan Pembiayaan.Rp.101.350.060.321,00 

b.  Realisasi ……………………...    Rp.101.350.060.320,82              

Selisih lebih/(kurang)       Rp.                         0,18  

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp.500.000.000,00,- dengan rincian sebagai berikut : 

a.  Anggaran pengeluaran pembiayaan..Rp.1.500.000.000,00,- 

b.  Realisasi………………………...     Rp.1.000.000.000,00,-                   

Selisih lebih/(kurang)       Rp.   500.000.000,00,-  

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah        

Rp.101.850.060.321,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pembiayaan netto .........Rp.   99.850.060.321,00 

b.  Realisasi ....................................... Rp. 100,350.060.320,82 

    Selisih lebih/(kurang)  Rp.        499.999.999,82 

 

Pasal 3 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2010 

sebegai berikut: 

a. Jumlah aset Rp. 2.389.765.771.732,96 

b. Jumlah kewajiban Rp.              31.307.715,00 

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.389.734.464.017,96 

 

Pasal 4 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun 

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 sebagai berikut : 

a.  Saldo kas awal per 1 Januari 2010 Rp. 101.482.297.763,82 

b  Arus kas dari aktivitas operasi   Rp. 345.327.357.486,48 

c.  Arus kas dari aktivitas investasi asset non-keuangan  

  Rp. (242.056.748.488,58 ) 

d.  Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.     (1.000.000.000,00)    

e.  Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp.        (128.553.022,00) 

f.  Saldo akhir per 31 Desember tahun 2010 Rp.  203.624.353.739,72 

 

Pasal 5 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d  

Tahun Anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
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Pasal 6 

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih 

lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat. 

 

 Ditetapkan di  Kuala Tungkal 

 pada tanggal 23 Desember 2011 

 

 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

  

                                                                 dto 

 

           USMAN ERMULAN 

  

Ditetapkan di  Kuala Tungkal  

pada tanggal 23 Desember 2011  
 
 

             SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

  

                             dto 

  

                ARIEF MUNANDAR 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011  

NOMOR 26 


